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Bahir Mukhammad. E0012074. 2016. KEWENANGAN OTORITAS JASA 
KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK 
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR 
JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan terhadap perlindungan Nasabah Bank berdasarkan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuagan.  
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan 
penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil 
dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan dalam perlindungan nasabah bank berupa perlindungan preventif dan 
perlindungan represif. Perlindungan preventif berupa peningkatan literasi 
keuangan dan tindakan pencegahan keuangan. Sedangkan bentuk perlindungan 
represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam bentuk 
penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan 
atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi nasabah bank. 
Namun dalam melakukan perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan memiliki 
hambatan yaitu terhadap pelaksanaan eksekusi pengadilan Otoritas Jasa Keuangan 
tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan eksekusi tersebut. Hal tersebut 
peneliti temukan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sabang No: 
03/Pdt.G/2012/PN-SAB. Dalam pelaksanaan putusan tersebut pihak bank belum 
melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita nasabah. Untuk mengatasi 
hambatan tersebut Otoritas Jasa Keuangan tetap dapat melakukan perlindungan 
terhadap nasabah dengan memberikan sanksi administratif terhadap pihak bank.  










Bahir Mukhammad. E0012074. 2016. AUTHORITY OF FINANCIAL 
SERVICES AUTHORITY OF INDONESIA ON CONSUMER PROTECTION 
TO BANK COSTUMER BASED ON FINANCIAL SERVICE AUTHORITY 
REGULATIONS NUMBER 1/POJK.07/2013 ABOUT CONSUMER 
PROTECTION ON FINANCIAL SERVICES SECTOR. Law Writing (Essay). 
Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This study aims to know authority of Financial Services Authority of 
Indonesia on consumer protection to bank customer based on Financial Service 
Authority Regulations Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on 
Financial Services Sector. 
This type of research that the authors used in preparing this legal 
research is a normative legal research and the perspective applied. The approach 
used is a statue approach. Sources of legal materials used were the primary law 
and secondary law. Legal materials analysis techniques used by the author is to 
use legal reasoning by syllogism deduction method. 
Based on research by the author, the obtained results with the enactment 
of the Financial Services Authority of Indonesia No. 1 / POJK.07 / 2013, 
Financial Services Authority of Indonesia have a consumer protection authority in 
the financial services sector. Bank Customer Protection authority of Financial 
Services Authority of Indonesia in the form of preventive protection and 
repressive protection. Preventive protection do by increasing financial literacy 
and precaution loss. While repressive protection that do by complaints resolution, 
facilitation of dispute resolution, cessation of activities or other act, and legal 
defense to protect consumers. But in doing customer protection, Financial 
Services Authority of Indonesia has a resistance that is on the execution of final 
judgement, Financial Services Authority of Indonesia has no authority in carrying 
out the execution. It is the researchers found in the implementation of the District 
Court Sabang No: 03 / Pdt.G / 2012 / PN-SAB. In the implementation of the 
decision, the bank has not made reimbursement for losses suffered by customers. 
To overcome these obstacles Financial Services Authority of Indonesia can still 
make the protection of its customers by providing administrative sanctions 
against the bank. 
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